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Its expected that the future to do business in Sulut can be easy. Government seeks to simplify the bureaucratic system in three areas; start up, get a credit process and tax payment process, its can invites more investors. Policy orientation changes, how to respond a policy, and seriously to make improvemnet in policy can increasing rate and condition in economic growth.





Diharapkan ke depan untuk melakukan bisnis di SULUT bisa semakin mudah. Juga upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem birokrasi di tiga area seperti proses memulai bisnis, proses mendapatkan kredit dan proses pembayaran pajak, akan mengundang lebih banyak investor. Perubahan orientasi kebijakan, bagaimana merespon kebijakan, dan upaya serius memperbaiki implementasi kebijakan perlu dilakukan, sehingga tingkat dan kondisi perekonomian juga semakin bertumbuh.




Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (SULUT) merilis data pertumbuhan ekonomi (PE) SULUT tahun 2015 tumbuh 6,12 persen. Angka ini melambat dari tahun 2014 dimana PE SULUT tumbuh 6.31 persen. Tetapi masih lebih baik jika di bandingkan dengan angka PE nasional tahun 2015 yang mencapai 4.79 %. PE SULUT kuartal I/2016 tercatat sebesar 5,96% atau melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,4%.
Di kuartal I tahun 2016 PE SULUT di topang oleh beberapa sektor. Sektor pertanian serta kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 21%. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi 12%, konstruksi 11%, transportasi dan pergudangan 11%, industri pengolahan 9%. Sektor lain seperti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, menyumbang kontribusi 8%. Adapun 27% sisanya tersebar pada 11 sektor lainnya. Inflasi di SULUT pada kuartal I/2016 tercatat sebesar 4,9% (y-o-y) lebih rendah dibanding kuartal IV/2015 yaitu 5,56% (y-o-y).
Data dari Dirjen Perbendaharaan Negara SULUT tentang perkembangan realisasi anggaran proyek strategis APBN pos belanja modal untuk kuartal I/2016 tercatat realisasinya baru 6,46% atau Rp.189 miliar dari total Rp.2,9 triliun. Proyek strategis yang dianggarkan Rp. 2,2 triliun baru terserap sebesar Rp.138 miliar atau 6,23%. Dana APBD SULUT pada kuartal I/2016 tercatat sebesar 9,18% atau Rp.68 miliar dari anggaran belanja modal Rp.744 miliar. 
Bank Dunia tahun  ini mengeluarkan peringkat Doing Business 2016 berdasarkan hasil survey terhadap kualitas dan efisiensi regulasi yang dikenal dengan ease of doing business rankings. Dalam penyusunan laporannya, Bank Dunia menggunakan hasil survei yang dilakukan sepanjang Juni 2014 hingga Juni 2015. Ada sepuluh indikator yang ditetapkan bank dunia untuk mengukur tingkat kemudahan berbisnis di sebuah negara yaitu:
1.Memulai usaha (Starting Business)
2.Perizinan pendirian bangunan (Dealing with Construction Permit)
3.Pencatatan tanah dan bangunan (Registering Property)
4.Pembayaran pajak (Paying Taxes)
5.Kemudahan memperoleh kredit (Getting Credit)
6.Pemenuhan kontrak (Enforcing Contract)
7.Ketersediaan listrik (Getting Electricity)
8.Perdagangan lintas negara (Trading Across Borders)
9.Penyelesaian perkara pailit (Resolving Insolvency)
10.Perlindungan terhadap investor minoritas (Protecting Minority Investors)
Berdasarkan laporan survei tersebut, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business rankings) Indonesia telah menunjukkan peningkatan. Peringkat kemudahan berbisnis (​http:​/​​/​www.doingbusiness.org​/​~​/​media​/​GIAWB​/​Doing%20Business​/​Documents​/​Annual-Reports​/​English​/​DB16-Full-Report.pdf" \t "_blank​)   dari Bank Dunia  edisi 2016, Indonesia naik dari peringkat 114 pada edisi 2015 ke peringkat 109. 
Menurut Bank Dunia, faktor yang menjadi kunci adalah keberhasilan pemerintah menyederhanakan sistem birokrasi di tiga area yaitu:  Proses memulai bisnis, Proses mendapatkan kredi dan Proses pembayaran pajak.  Meski demikian, secara umum Indonesia masih relatif tertinggal. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, negara seperti Malaysia berada pada peringkat 18, Thailand peringkat 49, Brunei peringkat 84, Vietnam peringkat 90 sementara Filipina 103. Semua peringkatnya ada di atas Indonesia. Indonesia hanya unggul  atas Laos dan Kamboja. 






Kemudian, memulai bisnis di Indonesia memerlukan 13 prosedur, membutuhkan waktu 48 hari (Thailand 26 hari, Malaysia 18 hari), mengeluarkan biaya 19% dari pendapatan per kapita.
Singapura tetap merupakan tempat paling mudah untuk melakukan bisnis, yaitu berada di ranking 1. Salah satu indikator dari kemudahan berbisnis di Singapura adalah rata-rata hanya dibutuhkan tiga prosedur, tiga hari, dan biaya 0,6 persen dari pendapatan per kapita Singapura untuk memulai bisnis di negara tersebut.
Selanjutnya terkait realisasi investasi di SULUT, data dari BKPM SULUT untuk tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp.2.2 Triliun, tumbuh 32% dari target dengan sektor investasi yang menjadi unggulan yaitu: industri 26.33%, perikanan 18.29%, perkebunan dan pertanian 14.76%, pertambangan 13.51%, kesehatan 9.36%, jasa dan perdagangan 8.26% dan sektor lainnya 9.45%. Tahun 2016 realisasi investasi ditarget mencapai Rp.2.5 Triliun. Pada kuartal I/2016 realisasi tercatat telah mencapai Rp.800 miliar atau 32%.

Argumen Orisinalitas / Kebaruan
	Pada tulisan ini originalitas terletak pada ide yang diangkat. Ide dssar dari tulisan ini adalah untuk pemerintah daerah (Pemda) aspek kemudahan berbisis dan investment grade belum digunakan sebagai basis pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Tulisan ini bertujuan untuk membahasnya.
  
Kajian Teoritik dan Empiris
Investasi pemerintah Daerah Dari Sudut Permendagri no 52 tahun 2012
Pada dasarnya 	Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Bentuk investasi pemerintah dapat berupa : (a) Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang. (b) Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. (c)  Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. (d)  Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
Menurut Permendagri 52 tahun 2012, investasi daerah memiliki beberapa karakteristik yaitu :
1.	 Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.  (pasal 1)
2.	Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya; (pasal 1)
3.	 Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b.	peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c.	peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 
d.	peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e.	peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.  (pasal 2) 

4.	Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 3)
5.	Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; regulasi; operasional; dan  supervisi. (pasal 4)
6.	Pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional. (pasal 5)
7.	Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.	menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
b.	menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
c.	menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi. (pasal 6)
8.	Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.	meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
b.	mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.	menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
d.	melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
e.	melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
f.	mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
g.	mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
h.	melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;dan
i.	melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah. (pasal 7)
9.	Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
a.	melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
b.	melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
c.	melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung. (pasal 8)
10.	Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi  : investasi surat berharga; dan/atau investasi langsung (pasal 9)
11.	Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara: pembelian saham; dan/atau pembelian surat utang. (pasal 10). Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau pemberian pinjaman. (pasal 11)
12.	 Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:
a.	perencanaan investasi;
b.	pelaksanaan investasi;
c.	penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan  anggaran  dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
d.	divestasi; dan
e.	pengawasan. (pasal 13)
13.	Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b.	Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14.	Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah. Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. (pasal 15)
15.	 Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah  sebelum melakukan investasi. Analisis investasi pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat  investasi pemerintah daerah. Penasihat investasi pemerintah daerah  sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. (pasal 16)
16.	Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko (pasal 20).
(1)	Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah .
(2)	Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi  dengan pihak ketiga. 
(3)	Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
(4)	Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah. (pasal 21)

Metode Penelitian




Ada perlambatan, tetapi kita optimisme bahwa tahun ini (2016) akan ada peningkatan pertumbuhan, seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur, iklim investasi, serta makin bergairahnya sektor pariwisata, walaupun kita kecewa karena SULUT bukan lagi merupakan salah satu dari 10 destinasi tujuan wisata yang ditetapkan oleh pemerintah Jokowi-JK. Namun keyakinan dan optimisme saja tentu tidak cukup. Banyak hal yang perlu menjadi prioritas langkah pemerintah ke depan, agar laju PE kembali ke jalur yang lebih tinggi. Untuk itu hambatan yang dirasakan menghalangi harus segera di atasi. 
Dilihat dari perspektif manajemen-bisnis umumnya ada tiga faktor kunci yang menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu: 

1.Birokrasi
Kualitas birokrasi yang menghambat dapat merupakan faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sampai saat ini birokrasi masih merupakan persoalan. Masih ditemukan banyak kerumitan dan ekonomi biaya tinggi. Sehingga birokrasi di Indonesia baik pusat maupun daerah masih kerap menuai kritik. Peringkat Doing Business 2016 di atas menjelaskan akan hal ini.
Masalah serius lainnya yang juga muncul adalah buruknya sinkronisasi/ keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini sudah menjadi persoalan semenjak era otonomi daerah. Seringkali kita menemukan peraturan daerah (perda) yang ternyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

 2.Infrastruktur
Hal berikutnya yang dapat menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah tidak tersedianya infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. 
Laporan The Global Competitiveness Report 2015-2016 menyebutkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia berada pada posisi 62 dari 140 negara. Indonesia masih kalah jauh dibanding Thailand di urutan 32, Malaysia urutan 18 dan Singapura urutan 2.  Di SULUT isu yang paling populer terkait dengan infrastruktur adalah akses listrik, pembebasan lahan dan pembangunan jalan. 

3.Sumberdaya Manusia
Institute of Management Development (IMD) yang merupakan lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss melaporkan hasil penelitiannya berjudul IMD World Talent Report 2015. Penelitian ini berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga berbakat dan terampil di dunia. Tujuan dari diadakannya pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh mana negara tersebut menarik dan mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil yang tersedia di negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara. Indonesia termasuk dari 61 negara di dunia yang di survei. 
Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peringkat Indonesia turun dari peringkat 25 pada tahun 2014 menjadi peringkat 41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Filipina. 
Peringkat ini dihitung dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu:  1.Faktor pengembangan dan investasi.  2.Faktor daya tarik suatu negara.  3.Faktor kesiapan sumber daya manusia.  Dua faktor pertama Indonesia mempunyai peringkat yang relatif sama dengan tahun sebelumnya.Tetapi untuk faktor ketiga yaitu kesiapan sumberdaya manusia merupakan hal yang dominan menyumbang angka penurunan peringkat tenaga terampil Indonesia di tahun 2015. 
Pada tahun 2014, Indonesia masih menduduki peringkat ke-19 untuk faktor ini. Di tahun 2015, peringkat kesiapan tenaga kerja Indonesia merosot ke peringkat 42. Faktor kesiapan tenaga kerja Indonesia dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2015. Untuk faktor ini, Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja saja dimana Indonesia menduduki peringkat kelima. Indikator lainnya seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan keterampilan bahasa berada pada peringkat di bawah 30. Bahkan untuk keterampilan keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-44.

b.Kemudahan Berbisnis (Doing Business)
Selanjutnya, terkait dengan kemudahan berbisnis, upaya perbaikan iklim bisnis dan investasi yang telah dilakukan pemerintah antara lain:
1.Era  presiden Megawati mencanangkan “Tahun Investasi”. 
2.Era presiden  SBY-JK, mengeluarkan Inpres No.3  tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Paket Inpres No.6 tahun 2007, dan Inpres No. 5 tahun 2008, yang intinya menjabarkan reformasi kebijakan iklim bisnis dan investasi dalam berbagai rencana aksi dan tindakan.  
3.Era presiden SBY-Boediono, berbagai paket kebijakan dan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) juga diluncurkan. 
4.Kemudian pemerintahan Jokowi-JK pada bulan September 2015, menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk melakukan transformasi struktural dalam perekonomian, termasuk dengan mendorong pertumbuhan investasi melalui deregulasi mengembangkan industri, mengembangkan perdagangan dan logistik, dan meningkatkan pengadaan bahan baku (Paket Kebijakan I). 
5.Paket kebijakan XII pada bulan April 2016 terkait dengan kemudahan dalam membuka usaha (Ease of Doing Business) melalui pemangkasan waktu penerbitan dan pengurusan izin diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dampak dari Paket kebijakan ini pemerintah memangkas 94 prosedur yang terkait dengan doing business  di Indonesia untuk usaha kecil menjadi 49 prosedur. Izin yang semula berjumlah 9 dikurangi menjadi 6 izin saja. Dari sisi waktu semula dibutuhkan total 1.566 hari diperpendek menjadi 132 hari. Dari sisi biaya sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur dengan waktu 47 hari dan biaya Rp.6,8 – Rp.7,8 juta, sekarang hanya butuh 7 prosedur dengan biaya Rp.2,7 juta.

Investment Grade
Terkait dengan investment grade, hal ini sebenarnya bagaimana daerah mampu mengoptimalisasi semua potensi yang ada, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, selain tentu alokasi investasi baik padat modal maupun padat karya. 




Di lihat dari perspektif manajemen-bisnis, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah: 
1. Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sinkronisasi kebijakan menjadi penting karena berbagai kebijakan pembangunan utama saat ini seperti infrastruktur, ketahanan pangan dan kecukupan energi, membutuhkan hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu sinkronisasi pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk segera mengikis ketimpangan antar daerah, karena selama ini aktivitas perekonomian cenderung terkonsentrasi secara geografis di kawasan barat Indonesia.

2.Memanfaatkan Momentum 
Dibalik antusiasme bahwa akan ada peningkatan pertumbuhan, jika tidak dibarengi dengan penanganan terhadap keterbatasan infrastruktur, terbatasnya kapasitas organisasi produsen dan pemerintah yang mengatur regulasi, keterbatasan jumlah SDM dengan kompetensi yang relevan, maka momentum pertumbuhan ini pasti akan berlalu.

3. Menjaga Kepercayaan 
Prinsip dasar trust sebenarnya adalah “saling percaya”. Tanpa kata “saling” ini, maka kepercayaan merupakan sebuah keniscayaan wacana dalam relasi antar manusia. Dalam ilmu manajemen-bisnis dikenal prinsip reciprocality dari trust. Dimana di jelaskan kalau ada satu pihak dalam relasi yang menghianati kepercayaan dari pihak lain, maka relasi itu tidak atau akan sulit berlanjut. Karena itu kecenderungan”ingkar” dalam relasi bisnis biasanya dikawal dengan perjanjian hukum yang ketat. Semakin tinggi risiko “ingkar” semakin ketat ikatan hukum yang harus disiapkan. Tanpa hal ini relasi sulit terbangun dan bahkan dapat berujung pada situasi yang saling menyudutkan dan menyulitkan bagi para pihak. Di Indonesia, masalah kepercayaan (trust) masih tergolong rendah, baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Karena itu hal ini perlu diperbaiki.

4.Disiplin Institusi
Douglas North (Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 1993) pernah menulis tentang rahasia langgengnya keunggulan bangsa Inggris dibanding bangsa Spanyol dalam menaklukkan koloni mereka di abad 17 sampai 19. Rahasianya adalah rapihnya disiplin institusi kerajaan Inggris. Institusi yang dimaksud terdiri dari tiga komponen penting yaitu: hukum formal, tradisi informal, dan enforcement  atas keduanya. Komponen kunci untuk memastikan keberhasilan institusi adalah enforcement, karena komponen inilah yang memastikan disiplin manusia dan organisasinya dapat terkawal dengan baik demi mencapai tujuan sukses bersama.

kemudahan Berbisnis (Doing Business)
Terkait dengan kemudahan berbisnis, dalam perspektif manajemen-bisnis, sebenarnya makna kemudahan berbisnis itu adalah kemudahan menjalankan bisnis secara nyata di lapangan. Ada dua  hal  utama  yang harus diperhatikan yaitu: 

1.Penyederhanaan sistem dan perijinan
Saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan tidak proper yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. Data dari Komite pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan ada 240 perda yang bermasalah dan mayoritas berkaitan dengan punggutan dan retribusi.
Perda dalam banyak hal tidak dirancang untuk memfasilitasi kemudahan berbisnis atau menyediakan level of playing field atau area permainan yang setara bagi dunia usaha. Sebaliknya perda kerap ditempatkan dalam posisi sebagai sumber pendapatan daerah, yang justru berakibat menambah kendala berbisnis di daerah.
Dampaknya, potensi daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peran dunia usaha menjadi hilang. Pada gilirannya potensi pendapatan pemda pun misalnya dari pajak dan aktivitas lain sebagai dampak berganda dari perputaran bisnis turut terganggu. 
Oleh karena itu aturan-aturan yang memiliki indikasi memperlambat atau menyulitkan serta tidak kondusif bagi kepentingan bisnis harus dihilangkan. Birokrat baik di pusat maupun di daerah harus menjadi fasilitator bagi  investor dan pengusaha bukan sebaliknya menjadi predator. 
Tantangan bagi kita adalah bagaimana mengidentifikasi dan menemukan regulasi yang baik dan diperlukan untuk kemudahan berusaha. Prioritas perlu diberikan  pada deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat secara lebih serius. Sebelum kebijakan diumumkan ke publik sebaiknya dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga bisa tepat sasaran.  

2.Penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih
Hambatan ekonomi biaya tinggi harus dihapus. Investor dan pengusaha pada umumnya menginginkan penyederhanaan sistem perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih serta perlunya transparansi biaya perijinan.

Investment Grade
Program yang paling realistis untuk dilakukan adalah memacu daya tarik investasi itu sendiri sebagai bentuk sinkronisasi dengan predikat investment grade itu sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya daerah kita SULUT pro aktif memasarkan potensi atas daya serap investasinya. 
Kita harus berani memasarkan daerah kita kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Jangan terbuai dengan capaian yang sudah ada saat ini. Hal ini sangat beralasan, apa lagi pemerintah juga sedang giat memacu industri kreatif serta kampanye cinta produk dalam negeri (nasionalisme produk), serta komitmen memacu produk unggulan di setiap daerah. Jika ini berhasil maka predikat investment grade berarti mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan di daerah ini.
Sehubungan dengan hal ini ada tiga dimensi yang harus diperhatikan yaitu: 
1.Dimensi ekonomi menyangkut pelipatgandaan nilai tambah  daerah. 
2.Dimensi politik terkait dengan aspek ketahanan ekonomi, nasionalisme, dan patriotisme ekonomi. 
3.Dimensi budaya yang dapat menstimuli kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai modal pengembangan kewirausahaan. 
Jika ketiga dimensi ini kita jadikan “kekayaan daerah” kita, maka segala bentuk kebijakan publik yang dirancang harus mendukung ketiga dimensi tersebut. Artinya investment grade bagi SULUT harus menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara berkelanjutan. 
Investment grade harus kita manfaatkan untuk membangun sebuah kesadaran komunal, bahwa meningkatkan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan adalah kebutuhan kita bersama, dan harus diikuti dengan peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan agar fondasi ekonomi menjadi kuat dan tahan terhadap tekanan gejolak eksternal. Upaya ini adalah hal penting agar kepercayaan para investor tidak runtuh
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan didefenisikan sebagai berikut : (1) Kita berharap bahwa ekspektasi terhadap momentum besar pertumbuhan ekonomi di SULUT khususnya di tahun 2016 dan seterusnya akan terlaksana. Tetapi momentum pertumbuhan seperti ini bisa jadi akan berlalu oleh karena kualitas birokrasi yang menghambat, ketiadaan infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumberdaya manusia yang tidak berdaya saing.  (2) Ekspektasi positif terhadap ekonomi SULUT di tahun 2016 perlu diiringi dengan keyakinan yang sama dari otoritas pembuat kebijakan. Deregulasi dan debirokratisasi yang meningkatkan daya saing dan produktivitas perekonomian, patut dilanjutkan dengan sinyal yang jelas, dan bukan sekadar  lips services. Apabila hal itu terus dapat dijaga, bukan tidak mungkin keyakinan terhadap prospek ekonomi di tahun 2016 akan semakin menguat. Dengan demikian, ekspektasi positif akan terus terpelihara, tren peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga akan terus berada di jalur yang tepat. Ini yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintahan yang baru di Provinsi Sulawesi Utara yang kita cintai. (3) Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, tidak  hanya  menghambat arus  barang  dan  jasa  tapi  juga menciptakan iklim bisnis  yang  tidak  sehat. Walaupun proses memulai bisnis, proses mendapatkan kredit dan proses pembayaran pajak menurut Bank Dunia telah berhasil disederhanakan oleh Indonesia sehingga peringkat kita naik, tapi kita masih tetap berada di bawah ranking negara-negara lain terutama di ASEAN. Implikasinya, masih banyak “pekerjaan rumah” bagi pemerintah pusat dan daerah yang harus dilakukan.  (4) Diharapkan ke depan untuk melakukan bisnis di SULUT bisa semakin mudah. Juga upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem birokrasi di tiga area seperti proses memulai bisnis, proses mendapatkan kredit dan proses pembayaran pajak, akan mengundang lebih banyak investor. Perubahan orientasi kebijakan, bagaimana merespon kebijakan, dan upaya serius memperbaiki implementasi kebijakan perlu dilakukan, sehingga tingkat dan kondisi perekonomian juga semakin bertumbuh. (5) Di sisi lain, apabila dikaitkan dengan IMD World Talent Report 2015 di atas, hal ini merupakan sinyal bahwa tenaga berbakat dan terampil Indonesia kurang bisa bersaing dengan baik dengan warga negara ASEAN lainnya khususnya Singapura, Thailand dan Malaysia. Jadi jangan sampai kemudahan bisnis yang telah diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia justru lebih dimanfaatkan negara lain dalam berbisnis di Indonesia dengan tetap membawa tenaga kerja terampil dari negaranya sementara warga negara Indonesia tidak bisa bersaing dengan warga negara asing lainnya. (6)Penting dan strategis bagi pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi, guna merawat kepercayaan investor dan dunia usaha. Harus ada upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berbisnis dengan perbaikan peringkat Indonesia di antara negara-negara pesaing dari emerging markets maupun ASEAN. (7) Terkait investment grade, kita tidak boleh berpuas diri. Permasalahan peringkat sesungguhnya hanya nomor kesekian. Misi sesungguhnya adalah meningkatkan keinginan investor untuk melakukan investasi di daerah kita. Paket-paket regulasi yang diluncurkan oleh pemerintah selama ini perlu di apresiasi. Namun, paket-paket regulasi tersebut masih belum cukup. Pemerintah harus mampu membuat rencana yang nyata untuk meningkatkan indeks bisnis. Peningkatan indeks kemudahan bisnis tidak bisa berjalan cepat jika hanya dengan paket regulasi.

Rekomendasi
Uraian rekomendasi tulisan ini adalah bahwa realisasi investasi yang di capai SULUT di tahun 2015 diharapkan tidak hanya terjadi di tahun itu saja. Tetapi kita harapkan terjadi di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Investment grade bukan merupakan ultimate goal  dari proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ini hanya merupakan cermin spot kondisi suatu periode, yang bisa berubah statusnya pada periode berikutnya. Banjir modal ke SULUT harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama sesuai dengan perannya dan tidak boleh saling mendistorsi. Demokrasi politik yang dengan susah payah kita bangun di daerah ini haruslah menjadi salah satu pilar untuk membangun masa depan SULUT menjadi lebih baik. Pembangunan daerah ini tidak boleh terbelah oleh rivalitas politik, benturan kepentingan (vested interest) dan tidak boleh dihambat atau diperlambat oleh perubahan yang serba tiba-tiba karena alasan yang tidak jelas, tetapi harus selaras dengan tujuan dan sasaran-sasaran strategi yang sudah ditetapkan. Demikian
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